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PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kkn

&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:;

Andreas bin Gunawan, tempat tanggal lahir: Tumbang Rahuyan, 24
Januari 1995, NIK 6203142401950001, agama Islam,
pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum,
pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Yos
Sudarso, RT.001, RW.001, Kelurahan Kuala Kurun,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Ernawati binti Rubensi, tempat tanggal lahir: Mandomai, 8 Agustus
1992, NIK 6203144808920002, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir
SLTP, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.001,
RW.001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti
di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26
April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun
Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Kkn., tanggal 8 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai
berikut;
1. Bahwa pada hari Jum’attanggal 19 April 2013, Pemohon | dan Pemohon I

telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tinggiran
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Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan, di hadapan seorang penghulu kampung bernama Syarkawi;

2. Bahwapada saat pernikahan tersebutwali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Rubensi bin Hasyim. Saksi nikahnya masing-
masing bernama: Maili bin H. Harli dan Duhing bin Hasyim. Mas kawinnya
berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon Il bertempat tinggal di
Jalan Yos Surdarso RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan
Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak pernah
bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta
telah dikaruniai dua orang anak bernama:

5.1. Muhammad Dhani bin Andreas, lahir di Kapuas, tanggal 28 Juli 2013;
5.2. Cheryl Ernanda Arteas binti Andreas, lahir di Kuala Kurun, tanggal 25
Maret 2023;

6. BahwaPemohon Itidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, begitu juga
sebaliknya Pemohon Il tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah melaporkan kehendak
untuk menikah ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
dikarenakan ketidaktahuan Pemohon | dan Pemohon Il tentang hukum,
sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak

tercatat, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan
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Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar
hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon | dan Pemohon II mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim memeriksa
dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I;

2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon | (Andreas bin Gunawan)
dengan Pemohon Il (Ernawati binti Rubensi) yang dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 19 April 2013, di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan
Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita
Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Kuala Kurun tanggal 8 Mei 2023 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203142401950001, atas nama

Andreas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8

Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
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aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan
diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203144808920002, atas nama
Ernawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8
Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan
diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210020110180002, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 1 Oktober 2018, telah
bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok
dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta
diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-055/Kua.15.10.01/PW.01/1V/2023,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 April
2023, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi
tanggal serta diberi kode (P.4);

B. Saksi

1. Rubensi bin Hasyim, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tenaga Kontrak SDN 1 Dandang, bertempat tinggal di Jl.
Dandang, RT.001, Desa Dandang, Kecamatan Pasak Telawang,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi memberi
keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena saksi
adalah ayah Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 19 April
2013 di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten

Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
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- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang kemudian
saksi wakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Syarkawi
untuk menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Maili dan Duhing, serta
undangan yang hadir waktu itu, di antaranya Zainudin, Andre, Saidi;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam, tidak
pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai anak 2 (dua)
orang;

- Bahwa antara Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan
sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat keabsahan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa maksud dari Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak menikah di KUA, karena
pada waktu itu, Pemohon Il dalam keadaan hamil sehingga perlu
cepat untuk dinikahkan;

2. Zainudin bin Rubensi, umur 28 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di JI. Dandang, RT.001, Desa Dandang,
Kecamatan Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon I, karena saksi
adalah adik Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon | dan Pemohon I

yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 di Desa Tinggiran
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Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I
Bernama Rubensi, dan yang menjadi saksinya adalah Maili dan
Duhing;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam, tidak
pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai anak 2 (dua)
orang;

- Bahwa antara Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan
sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat keabsahan pernikahan Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa maksud dari Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah seperti telah diuraikan di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di
persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-

bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;
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Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat
Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar
ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam vyaitu: “Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat
Nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu:
“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Mei 2023
sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah
sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama Buku Il Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang
merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami
atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri,
oleh karenanya Pemohon Idan Pemohon Il adalah pihak yang berkepentingan
dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) atau

mempunyai legal standing dalam perkara ini;
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Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang
pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 19
April 2013 di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. dihadapan seorang penghulu kampung
bernama Syarkawi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama
Rubensi bin Hasyim, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing
bernama Maili bin H. Harli dan Duhing bin Hasyim, dengan maskawin berupa
uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan. Antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada larangan
untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda,
ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon I
tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain
atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement
voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan
suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus
membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada
Pemohon | dan Pemohon Il dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi
yaitu: Rubensi bin Hasyim dan Zainudin bin Rubensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai
cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon |[) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon |
bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.001, RW.001, Kelurahan Kuala
Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I
bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.001, RW.001, Kelurahan Kuala
Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2,
maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Kuala Kurun. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala
Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenubhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan dari KUA) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di register KUA Kurun, Kabupaten
Gunung Mas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon | dan Pemohon
Il, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;
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Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi
Pemohon | dan Pemohon I, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang
terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya
ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangannyatelah dapatditerima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran
dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara ini
sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;

Fakta peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di
persidangan, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 19 April
2013 di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Rubensi bin Hasyim;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II,
adalah Maili bin H. Harli dan Duhing bin Hasyim;

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il berupa uang
sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon | adalah jejaka dan Pemohon I
adalah perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon II tidak memiliki hubungan
kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

- BahwaPemohon Idan Pemohon Il telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

- Bahwa kedua saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon. Saksi
pertama menjadi wali nikahnya. Kedua saksi melihatlangsung proses akad

nikah para Pemohon;

Hal 10 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tetap beragama
Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dilaksanakan di KUA
setempat karena Pemohon Il telah hamil sehingga perlu cepat untuk
dinikahkan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il membuat surat permohonan
pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis

Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 19 April 2013 di Desa
Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, dinikahkan oleh wali nasab, disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi dan ada mahar;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | bersatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan darah,
semenda ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk
menikah;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;

5. Bahwa kedua saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;

6. Bahwa tujuan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh Buku
nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis

memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi
Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 pasal 4 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991)
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa menuruthukum, mengitsbatkan perkawinan yang
dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila
perkawinan tersebut memang sah, dan untuk keabsahan suatu perkawinan
bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila
perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam dan harus terpenuhi rukunnya,
yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang
dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon
telah dilaksanakan secara agama Islam dengan telah memenuhi syarat dan
rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut,
terbukti para Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi,
maka terbukti bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon | adalah
satu-satunya suami Pemohon Il dan Pemohon Il satu-satunya isteri dari
Pemohon | dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang
keberatan dengan adanya perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga

Majelis menilai bahwa perkawinan para Pemohon sesuai maksud Pasal 3 ayat
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(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan para Pemohon yang
dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan
keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab
I'danah al-Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat

sendiri, yaitu berbunyi :
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Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap
perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-
syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui
adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak
yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap
pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan
pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushal
Figh halaman 390 di bawah ini:
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Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai
isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya
pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya
perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazha’r
karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap
kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan
kemaslahatan:
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Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus
rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana
diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian
perkawinan para Pemohon yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara
hukum negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah
terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan
untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hak-hak para Pemohon
sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi
memperoleh Kutipan Akta Nikah dan sebagainya, maka Majelis Hakim
berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan
hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan para Pemohon
tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu
keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)
Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
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Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan RapatKerja Nasional
Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam
permohonan lisbat Nikah dikabulkan, maka Hakim secara ex officio
memerintahkan kepada kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
meendaftarkan / mencatat perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Andreas bin Gunawan)
dengan Pemohon Il (Ernawati binti Rubensi) yang dilaksanakan pada hari
Jum’at, 19 April 2013 di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah sejumlah Rp.420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami RASYID
RIZANI, S.H.l, M.H.l., sebagai Ketua Majelis, RAHIMAH, S.H.l., M.H., dan
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ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu

oleh MA'MUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para

Pemohon;
Ketua Majelis
RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.L.
Hakim Anggota Hakim Anggota
RAHIMAH, S.H.I, M.H. ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti

MA'MUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. ATK : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. PNBP :Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Penetapan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.P/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



